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Béhas RUU Kesehatan

DPR Akan Libatkan

Organisasi

ATNGGOT. A Komisi X DPR
Ledia Hanifa Amaliah meni-
Iai. Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) Ommnibus L .aw
Kesehatan harus mengarah
kepada konstruksi sistemm ke-
scehatan yvang lebih baik. Sebab.,
ini menjadi bagian sangat pen-
ting bagi semua pihalk.

Ledia menegaskan. RUUT
Omnibus Law Keschatan ha-
rus diikuti komitmen bersama
untuk memperbaiki sistern.
Unmuk itu, pihaknwva siap me-—
nampung scluruh masukan
dari stakeholder dalam perm-
bahasan RUILT tersebut.

CSaat ini, pembahasan RUILT
masih tahap awal di Baleg
IDPR. ujarnyaa.

Anggcotrta Badan Legislasi
(Baleg) DPR ini memastikan.
pihaknya akan mengakomo-
dir masukan dari organisasi
profesi kesehatan. Baleg DPR
sudah mengundang 26 sfafke-
frofder dalam pembahasan
RULU Kesehatan.

“Kami akan kembali meli-
batkan mereka ketika drat Om-
nibus Law Kesehatan sudah
tertuang dalam pasal-pasal.™
Janjgi Ledia.

ILedia menambahkan, draf
RULU Omnibus L.aw Kesehatan
yvang disusun Baleg juga akan
dibahas bersama Pemerintakh.

Selama masih dibahas.
tentu Mmasukan-masukan itua
masih dan tetap bisa diterimaa.
dan kemudian didiskusikan
lebih dalam lagi. Karenanwyaia.
diskusinya menjadi harus de-
tail.”” imbuhnywa.

Ledia mengingatkan., pocirn-
bahasan draf Omnibus I.oaw
Keschatan harus dilakukan

Profesi

dengan hati-hati. Karena, RLUILUT
ini tidak hanya mengakomodir
kepentingan organisasi profesi
kescehatan juza menvyangkut
hidup orang banyak selaku
penerima lavanan kesehatan.
*JTadi masyarakat secara umuauin
harus memahaminwa,”™ tan-
cdasnya
Sementara. Wakil Keaetua
THmum Pengurus Besar Tkatan
Dokter Indonesia (PB 1ID>1)
Slamet Budiarto menilai. RULT
Ommmnibus Law Kesehatan ber-
tentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan secara universal
cdan Pancasila. Bahkan, dia
menveburt terdapat enairm poin
wang bertentangan dengan
prinsipdan norma kedokteran.
Salah satunya. lanjut Slamet.
hilangnwa norimna agalna Yalnge
sebelumnya tercanturm dalam
Undang-TUndang WNWomor 36
Tahun 2008 tentang Keschatan.
Mlisalnya. pada asas permmn-
bangunan kesehatan. kesehatan
reproduksi. dan terkait aborsi,”™
wvjar Slamet dalam di Gedung
IDPR., Jakarta, kemarin.
Kemudian., lanjut Slamet.
Prengsaturan transplantasi organ
Juga dinilail bertentangan
dengan prinsip otonomi dalam
norma ctika kedokteran.
CTaAada Juga pengatural
mengenai zat adiktif yang ber-
potensi terjadl penyalahgunaan
lebih besar di tengah-tengah
masvyvarakat,”” sebut dia.
Sclain itu. lanjutniya, 1Ma-
salah pengaturan data dan in-
formasi kesehatan masyarakat,
termasuk di dalamnwya terkaat
informasi genctik wvang dapat
ditransfer ke luar wilayah In-
donesia. = TIF
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